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	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN MARAK

Jalan Mlarak-Sambit No. 10 Telp.( 0352 ) 311335

MLARAK     63472


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kantor Camat Mlarak Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

	Mlarak, 31 Desember 2018
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Camat Mlarak

MOH. ISMAIL, AP. M. Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19741115 199311 1 001
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LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
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LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2018
[image: image9.png]



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

SKPD KANTOR CAMAT MLARAK

LAMPIRAN V

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2018
LAPORAN KEUANGAN POKOK
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
SKPD KECAMATAN MLARAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
(Dalam Rupiah)

	Nomor Urut
	Uraian
	Anggaran

2018
	Realisasi 2018

	%
	Realisasi

2017

	1
	Pendapatan
	
	
	
	

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	
	
	
	

	1.1.1
	   Pendapatan pajak daerah
	
	
	
	

	1.1.2
	   Pendapatan retribusi   daerah
	
	
	
	

	1.1.3
	   Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan
	
	
	
	

	1.1.4
	   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	
	
	
	

	
	Jumlah
	
	
	
	

	2.1
	Belanja Operasi
	1.783.041.822,-
	1.779.360.172,-
	99,80
	1.891.121.336,-

	2.1.1
	Belanja Pegawai
	1.226.318.000,-
	1.227.116.469,-
	100,07
	1.470.357.106,-

	2.2.2
	Belanja Barang dan Jasa
	   556,723.822,-
	   552.243.703,-
	99,20
	   420.764.230,-

	2.2
	Belanja Modal
	     29.250.000,-
	     29.250.000,-
	100
	     29.250.000,-

	2.2.1
	Belanja Tanah
	
	
	
	

	2.2.2
	Belanja Peralatan dan Mesin
	     29.250.000,-
	     29.250.000,-
	100
	5.950.000

	2.2.3
	Belanja Gedung dan Bangunan
	
	
	
	

	2.2.4
	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan
	
	
	
	

	2.2.5
	Belanja Aset Tetap Lainnya
	
	
	
	

	2.2.6
	Belanja Aset Lainnya
	
	
	
	

	
	Jumlah
	1.812.291.822
	1.808.610.172
	99,80
	1.897.071.336

	
	Surplus / (Defisit)
	1.812.291.822
	1.808.610.172
	99,80
	1.897.071.336




B. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
NERACA SKPD KECAMATAN MLARAK
Per 31 Desember Tahun 2018 dan Tahun 2017
(dalam rupiah)

	Uraian
	Jumlah

	
	Tahun 2018
	Tahun 2017

	ASET
	-
	-

	ASET LANCAR
	-
	-

	Kas dan Setara Kas
	-
	-

	   Kas di Bendahara Penerimaan
	-
	

	   Kas di Bendahara Pengeluaran
	-
	-

	Piutang Pajak
	-
	-

	Piutang Retribusi
	-
	-

	Persediaan
	864.000
	788.000

	Jumlah
	864.000
	788.000

	ASET TETAP
	
	

	Tanah
	99.200.000
	99.200.000

	 Peralatan dan mesin
	809.441562,76
	771.065.673,76

	Gedung dan bangunan
	1.365.081.308
	1.365.081.308

	Jalan, Jaringan, dan Instalasi
	12.500.000
	12.500.000

	Aset Tetap Lainnya
	-
	-

	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	-
	-

	Akumulasi Penyusutan
	(1.127.789.870,-)
	(1.032.755.947,-)

	 Jumlah
	1.158.433.000,76
	1.215.091.034,76

	ASET LAINNYA
	
	

	  Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
	-
	-

	  Tagihan Tuntutan Ganti KerugianDaerah
	-
	-

	  Kemitraan dengan Pihak Ketiga
	-
	-

	  Aset Tidak Berwujud
	-
	-

	  Aset Lain-lain
	-
	-

	  Jumlah
	
	

	  JUMLAH ASET
	
	

	KEWAJIBAN
	-
	-

	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	
	-

	  Utang Pajak
	-
	-

	  Pendapatan Diterima Di Muka
	-
	-

	  Utang Beban
	393.800
	332.500

	  Utang Jangka Pendek Lainnya
	-
	-

	  Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
	-
	-

	  Jumlah
	332.500
	380.366

	EKUITAS 
	
	

	       Ekuitas
	-
	-

	Jumlah
	1.215.546.534,76
	1.137.586.887,36

	JUMLAH KEWAJIBAN DAN   EKUITAS
	1.215.546.534,76
	1.137.586.887,36



C. LAPORAN OPERASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

LAPORAN OPERASIONAL

SKPD KECAMATAN MLARAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 dan 2017
Dalam Rupiah

	URAIAN
	2018
	2017
	Kenaikan/ Penurunan
	(%)

	KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLIDAERAH 

Pendapatan Pajak Daerah 

Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah Lainnya
	xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
	xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
	xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
	xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx

	Jumlah Pendapatan Asli Daerah
	xxx
	Xxx
	xxx
	Xxx

	JUMLAH PENDAPATAN
	xxx
	Xxx
	xxx
	Xxx

	BEBAN
BEBAN OPERASI

Beban Pegawai 

Beban Barang
Beban Hibah

Beban Bansos

Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyusutan dan Amortisasi  

Beban Lain-lain
	1.871.613.289
1.227.116.469
   556.979.003
xxx

xxx

xxx

     87.517.817
Xxx
	1.980.660.656
1.470.357.106
   420.515.864
xxx

xxx

xxx

89.787.686
  0  

	(109.047.367)
(243.240.637)
136.463.139
xxx

xxx

xxx

(2.269.869)
0
	(5,51)
(16,54)
32.45
xxx

xxx

xxx

(2,53)
0


	JUMLAH BEBAN
	Xxx
	Xxx
	Xxx
	Xxx

	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI
	(1.871.613.289)
	(1.980.660.656)
	109.047.367
	(5,51)

	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan Aset Non lancar
Defisit Penjualan Aset Non lancar
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
	xxx

xxx

xxx
	xxx

xxx

xxx
	xxx

xxx

xxx
	xxx

xxx

xxx

	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  NON OPERASIONAL
	(1.871.613.289)
	(1.980.660.656)
	109.047.367
	(5,51)

	SURPLUS/DEFISIT-LO
	(1.871.613.289)
	(1.980.660.656)
	109.047.367
	(5,51)



D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SKPD KECAMATAN MLARAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dalam Rupiah)
	URAIAN
	2018
	2017

	EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT-LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR :

Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Ekuitas lainnya
R/K PPKD
EKUITAS AKHIR
	1.215.546.534,76
(1.871.613.289)
XXX

6.359.783
XXX

1.808.610.172,00

1.158.903.200,76
	1.137.586.887,36
(1.980.660.656)
XXX

161.548.967,40
XXX
1.897.071.336,00

1.215.546.543,76




E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1. PENDAHULUAN
Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1) Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran atas pengelolaan keuangan beserta kinerja  atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
2) Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3) Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2018 antara lain:

1) Undang-Undang Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan Negara. 

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425 );

8) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

9) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 5 ).
10) Peraturan Bupati Ponorogo nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 56).
c. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Mlarak Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai  berikut :

Bab I 
Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II 
Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang: Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD

Bab III
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV 
Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi  berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V 
Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan keuangan, pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
Bab VI 
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan 
BabVII 
Penutup
Memuat uraian penutup Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. EKONOMI MAKRO,  KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

a. Ekonomi Makro

1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disamping merupakan salah satu indikator pembangunan regional juga sekaligus sebagai tolak ukur dalam melihat tingkat kemakmuran suatu daerah, karena PDRB menunjukkan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor - faktor produksi yang ikut berperan dalam suatu wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari tren kenaikan PDRB Kabupaten Ponorogo dari tahun-tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 14.912.64 milyar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai 11.686,20 milyar rupiah, meningkat dibandingkan Tahun 2014 dimana PDRB Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai  13.394,06 milyar rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 11.104,53 milyar rupiah
b. Kebijakan Keuangan

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah alokasinya menunggu penetapan dari Pemerintah Pusat. 
Kebijakan internal yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kemampuan petugas dan sumberdaya penerimaan. 
2) Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran belanja program tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat gambaran arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah. Belanja program merefleksikan niat atau arah pembangunan dan alokasi sumber daya pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi yang ada.

Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. 

Kelompok belanja tidak langsung selanjutnya dirinci kedalam jenis belanja Belanja pegawai, Sedangkan belanja langsung dirinci kedalam jenis belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

c. Pencapaian Target Kinerja APBD
Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA SKPD Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. 

Berikut adalah capaian target kinerja kegiatan SKPD Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2018 :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
a. Kegiatan Pembentukan satuan keamanan lingkungan dimasyarakat
Target Kinerja


: 
Terwujudnya ketentraman dan keamanan 






Lingkungan di masyarakat

Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 
a. Kegiatan Penyelengaraan Lomba Desa/ Kelurahan 
Target Kinerja


: 
Terwujudnya Penyelengaraan Lomba 






Desa/ Kelurahan
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
b. Kegiatan Penyelengaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Target Kinerja


: 
Terwujudnya Penyelengaraan Bulan Bakti





Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
a. Kegiatan Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga
Target Kinerja


: 
Terwujudnya Penyelengaraan Kompetisi 






Olah Raga
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 
a. Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 
Target Kinerja


: 
Terwujudnya Fasilitasi Partisipasi
                                                Masyarakat dalam Pengelolaan
                                                Kekayaan Budaya
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,jasa komonikasi,
Sumberdaya air dan listrik
Target Kinerja
: 
Penyediaan Jasa Surat Menyurat,jasa 
                                                  
komonikasi,Sumberdaya air dan listrik 
                                                  
selama 1 (satu) tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
79,50 %

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan kelengkapan kantor 
Dan rumah tangga.
Target Kinerja

:
Terpenuhinya peralatan kerja yang telah diperbaiki selama 1 (satu) tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
99,50 %

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan
Target Kinerja

:
Terlaksananya tugas-tugas adiministrasi keuangan
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target Kinerja
:
Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersihkantor selama 1 (satu) tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang cetak dan pengandaan
Target Kinerja

:
Terpenuhinya alat tulis kantor dan cetak pengandaan selama 1 (satu) tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
99,29 %
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Target Kinerja

:
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ 




 Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian Target Kinerja
:
100% 
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga
Target Kinerja
:
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 (satu) tahun


Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
h. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target Kinerja


 :
terpenuhinya barang cetak dan penggandaan selama 1 (satu) tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
j. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang – Undangan 
Target Kinerja
:
Terpenuhinya Bahan bacaan dan peraturan 



Perundang-Undangan Kantor selama 1



Tahun

Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
k. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Target Kinerja

:
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %

l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  

Target Kinerja

:
Terpenuhinya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 (satu) tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
74,55 %
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor,rumah jabatan dan rumah dinas
Target Kinerja


:
Terpenuhinya pemeliharaan gedung rumah dinas dan rumah jabatan selama 1 (satu)  tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Target Kinerja


:
Terpenuhinya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas selama 1 (satu) tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
99,80 %
7. Program Peningkatan Disiplin dan peningkatan sumber daya aparatur
a. 
Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu
Target Kinerja



:
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas 





Beserta kelengkapannya.
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
b. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Target Kinerja



:
Kelancaran Pendidikan dan Pelatihan  






Formal.

Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanggan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target Kinerja


:
Terpenuhinya Laporan Kinerja dan 





Iktisar Realisasi Kinerja SKPD selama 1 (satu)  tahun

Pencapaian Target Kinerja
:
100 %

b. Kegiatan Pelaporan Keuangan semesteran dan prognosis realisasi Anggaran
Target Kinerja


:
Pelaporan Keuangan semesteran dan prognosis realisasi Anggaran 




selama 1 (satu)  tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
 100 %
c. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Target Kinerja


:
Terpenuhinya penyusunan penstra dan Renja SKPD selama 1 (satu) tahun
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
9. Program Pembina Tingkat Ian dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
a. 
Pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Target Kinerja


:
Kelancaran Pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Desa
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
b. Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
Target Kinerja



:
Kelancaran Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi






Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
10. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
a. 
Penyusunan system informasi terhadap layanan publik
Target Kinerja


:
0
Pencapaian Target Kinerja
:
0

11. Program Pembina Tingkat Ian dan Peningkatan Pemerintah Kab.Kec/Desa

a. Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita / PKK

Target Kinerja


:
Tercapainya peningkatan dan pembinaan peranan wanita/PKK selama 1 (satu) tahun 

Pencapaian Target Kinerja
:
99,99%

b. Kegiatan Sosialisasi Program Kerja dan Pembina Tingkat Ian ke Pemerintah Desa / Kelurahan

Target Kinerja


:
Tercapainya pembinaan dan sosialisasi program kerja pemerintah di tingkat Pemerintahan Desa 

Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
12. Program Pertangungjawaban Penyelengaraan Pemerintahan
a. Kegiatan Penyelengaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI

Target Kinerja 

: 
Tercapainya Penyelengaraan Peringatan 
  HUT Kemerdekaan RI
Pencapaian Target Kinerja
:
 100 %
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. 
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Target Kinerja


:
Terpenuhinya kegiatan musrenbang Kecamatan 

Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
14. Program pengembangan lingkungan sehat
a. 
Pelaksanaan pengembangan lingkungan sehat
Target Kinerja


:
Kelancaran Pelaksanaan pengembangan lingkungan sehat.
Pencapaian Target Kinerja
:
100 %
15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
a. 
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Target Kinerja


:
Pencapaian Pendapatan daerah yang maksimal
Pencapaian Target Kinerja
:
100%

b. 
Penelitian,Penyampaian,Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2

Target Kinerja


:
Terlaksananya program pemungutan PBB-P2
Pencapaian Target Kinerja
:
99,80 %
3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

a. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Mlarak pada tahun 2018   sebesar 
Rp. 00 yang terdiri dari 00 Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp 00 (lebih/kurang dari target 00 %) yang terdiri dari 00
Anggaran belanja SKPD Kecamatan Mlarak pada tahun 2018 sebesar 
Rp 1.812.291.822,- Sedangkan realisasi belanjanya sebesar Rp 1.808.610.172,-  (kurang dari rencana 0,20%)  yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.227.116.469,- dan belanja langsung/program sebesar Rp. 581.493.703,-
Dengan demikian terjadi Defisit Rp 1.808.610.172,- dengan penerimaan pendapatan sebesar  Rp.00  dan pengeluaran belanja sebesar Rp. 1.808.610.172,- 
b. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1) Masih belum optimalnya upaya penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah, sehingga upaya ekstensifikasi keberagaman Pendapatan Asli Daerah terus diupayakan;

2) Kontribusi pendapatan daerah dari Perusahaan Milik Daerah sebenarnya masih belum optimal.
Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal dilaksanakan dengan cara bijaksana yang artinya bahwa dalam rangka peningkatan PAD tidak terlalu membebani  masyarakat, tapi sebaliknya dapat memberi gairah terhadap perekonomian masyarakat;
2) Perusahaan Daerah harus terus didorong untuk dapat mengembangkan usahanya, sehingga nantinya dapat bisa diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah. 
Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi pada tahun 2018 adalah masih tingginya prosentase Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung (gaji) dalam komposisi Belanja Daerah, sehingga SKPD cukup sulit untuk mewujudkan seluruh program-programnya. Guna mengatasi permasalahan di atas maka diupayakan :

1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja dengan tanpa mengurangi kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

2) Mengarahkan Belanja Kegiatan untuk mewujudkan program-program SKPD yang dinilai prioritas, sangat mendesak untuk segera direalisasikan dan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah serta aspirasi masyarakat.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah


Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai Tahun Anggaran 2015 dalam menyusun Laporan Keuangan telah menggunakan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Namun demikian dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan  berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.
c. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan


Pendapatan

(1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
(2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. 
Belanja

Belanja diakui pada saat  terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
Sedangkan Belanja melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
Beban
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban dan/atau pada saat terjadinya konsumsi aset dan/atau pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Transaksi dalam mata uang asing
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Aset  
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut :

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.

c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dengan terlebih dahulu memperhitungkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan / Net Realizible Value ( NRV )
Adapun Umur Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

(1) Umur Piutang < 1 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;

(2) Umur Piutang 1 s/d 2 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 20%;

(3) Umur Piutang > 2 s/d5tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 40%;

(4) Umur Piutang >5tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.
Adapun Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

(1) Umur Piutang < 1 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
(2) Umur Piutang 1 s/d 3 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 40%;

(3) Umur Piutang > 3 s/d12 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 80%;

(4) Umur Piutang >1tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.
Adapun Umur Piutang Lainnya ( Selain Piutang Pajak dan Retribusi ) dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

(1) Umur Piutang < 1 Tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
(2) Umur Piutang 1 s/d 2 Tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 10%;

(3) Umur Piutang > 2 s/d 3 Tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 50%;

(4) Umur Piutang > 3tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.
d. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sitaan. Penyajian Persediaan dengan metode Perpetual untuk Obat-obatan sedangkan untuk Bahan Habis Pakai selain Obat menggunakan metode Periodik. Adapun penilaian Persediaan menggunakan metode Harga Terakhir.
e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Untuk Investasi Non Permanen Dana Bergulir penyajiannya di Neraca sebesar Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (NRV);
Kebijakan Akuntansi atas penetapan aging schedule, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut :

(1) Umur Piutang < 3 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
(2) Umur Piutang 3 s/d 6 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 20%;

(3) Umur Piutang > 6 s/d12 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 60%;

(4) Umur Piutang > 1tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.
f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam penyajian Aset Tetap di Neraca adalah sebesar Nilai Buku, yaitu Harga Perolehan setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan.
Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran kewajiban


Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

Ekuitas Dana


Ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas antara lain terdiri dari : sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan Dana Cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

d. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

......................
.....................
e. Penyajian Laporan Keuangan

a) Pelaporan Keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD Kecamatan Mlarak dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b) Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan .

c) Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual.

d) Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.
5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
a. Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan

Realisasi Pendapatan-LRA yang dicapai pada Tahun Anggaran 2018 untuk Pendapatan Retribusi 00 mengalami peningkatan sebesar 00, %, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun  Anggaran 2017. Secara rinci capaian realisasi pendapatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 001
Realisasi Pendapatan-LRA SKPD KEC. MLARAK 

Tahun anggaran 2017 – 2018
(Dalam Rupiah)

	No
	Komponen
	Realisasi
	Kenaikan       (Penurunan)
	%

	
	
	2017
	2018
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	PENDAPATAN-LRA 
	
	
	
	

	1.1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA
	
	
	
	0

	
	1.1
	Pajak Daerah-LRA
	
	
	
	0

	
	1.2
	Retribusi Daerah-LRA
	
	
	
	0

	
	1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
	
	
	
	0

	
	1.4
	Lain lain PAD yang Sah-LRA
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH PENDAPATAN-LRA
	
	
	
	

	
	
	


Pendapatan Retribusi-LRA Tahun 2018 sebesar Rp 00  mengalami kenaikan/penurunan sebesar..00.% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LRA Tahun 2016 sebesar Rp..00.., Hal tersebut disebabkan ......00.....
2) Belanja

Pada Tahun Anggaran 2018 untuk Belanja Daerah pada SKPD KEC. MLARAK.dianggarkan sebesar Rp.2.114.297.539 Sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.897.071.336 atau kurang/lebih dari rencana sebesar 100,04%.
Secara rinci realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 00002
Rekapitulasi Target dan Realisasi Belanja-LRA APBD

SKPD KECAMATAN MLARAK

Tahun Anggaran 2017
	No
	Jenis Belanja 
	BELANJA
	%
	Realisasi Tahun 2017

	
	
	Anggaran 2018
	Realisasi
	
	

	II
	Belanja Operasi
	1.783.041.822,-
	1.779.360.172,-
	99,06
	1.896.258.673,-

	1
	Belanja Pegawai
	1.468.247.822
	1.469.036.083,-
	100,10
	1.468.834.000,-

	2
	Belanja Barang Dan Jasa
	314.794.153,-
	310.324.089,-
	99.05
	420.901.669,-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Belanja Modal
	29.250.000
	29.250.000
	0
	5.950.000-

	1
	Alat Pendingin/ Kipas Angin
	2.000.000
	2.000.000
	
	

	2
	Laptop
	8.000.000
	8.000.000
	
	

	3
	Kursi Rapat Pejabat
	9.750.000
	9.750.000
	
	

	4
	Lemari dan arsip pejabat
	9.500.000
	9.500.000
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	1.812.291.822,-
	1.808.610.172,-
	99,20
	1.896.258.673,-


Penjelasan mengenai rincian belanja daerah sebagai berikut :
Belanja pada SKPD KECAMATAN MLARAK terdiri dari :
a) Belanja Tidak Langsung berupa belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.226.318.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 1.227.116.469,-
b) Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 585.973.822,- dan direalisasikan sebesar Rp. 581.493.703,-Belanja Langsung ini terdiri dari :

(1) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 241.929.069,- dan direalisasikan sebesar Rp. 241.919.614,-
(2) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 314.794.753,- dan direalisasikan sebesar Rp. 310.324.089,-
(3) Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 29.250.000 dan direalisasikan sebesar Rp.29.250.000,-
Rincian atas belanja diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

	KODE REKENING
	URAIAN
	ANGGARAN
	REALISASI

	5
	BELANJA
	1.812.291.822
	1.808.610.172

	5 . 1
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	1.226.318.000
	1.227.116.469

	5 . 1 . 1
	Belanja Pegawai
	1.226.318.000
	1.227.116.469

	5 . 1 . 1 . 01
	Belanja Gaji dan Tunjangan
	1.226.318.000
	1.227.116.469

	5 . 2
	BELANJA LANGSUNG
	585.973.822
	581.493.703

	5 . 2 . 1
	Belanja Pegawai
	241.929.069
	241.919.614

	5 . 2 . 1 . 01
	Honorarium panitia pelaksana kegiatan
	210.129.069
	241.919.614

	5 . 2 . 1 . 02
	Honorarium Non PNS
	31.800.000,00 
	31.800.000,00 

	5 . 2 . 2
	Belanja Barang dan Jasa
	314.794.753
	310.324.089

	5 . 2 . 2 . 01
	Belanja Bahan Pakai Habis
	33.618.000
	33.506.500

	5 . 2 . 2 . 01.01
	Belanja Alat Tulis Kantor
	28.368.000
	28.256.500

	5 . 2 . 2 . 01.03
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
	900.000
	900.000

	5 . 2 . 2 . 01.04
	Belanja Perangko dan Denda Pos Lainnya
	1.000.000
	1.000.000

	5 . 2 . 2 . 01.05
	Belanja Peralatan Kebersihan
	2.900.000
	2.900.000

	5 . 2 . 2 . 01.06
	Belanja bahan bakar minyak gas
	450.000
	450.000

	
	
	
	

	5 . 2 . 2. 02.
	Belanja Bahan Material
	7.000.000 
	7.000.000 

	5 . 2 . 2. 02.01
	Belanja Bahan Baku Bangunan
	7.000.000 
	7.000.000 

	5 . 2 . 2. 03.
	Belanja Jasa Kantor
	8.756.753
	7.345.600

	5 . 2 . 2. 03.01
	Belanja Telepon
	360.000
	347.450

	5 . 2 . 3 . 31
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	JUMLAH
	1.812.291.822
	1.808.610.172


Dengan demikian secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan sebesar Rp . 1.812.291.822,- dikurangi Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.808.610.172,- terdapat realisasi surplus/defisit sebesar Rp. 3.681.650, 
b. Neraca

Aset 
	Aset
	Tahun 2018
	Tahun 2017

	
	Rp.1.215.091.034,76
	Rp. 1.215.091.034,76


Saldo Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp …………00…… terdiri dari  

	-
	Kas Di Bendahara Penerimaan
	Rp
	00

	-
	Kas Di Bendahara Pengeluaran
	Rp
	00

	
	J u m l a h
	Rp
	00


a) Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan sebesar Rp…00… merupakan 00…
b) Kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 00.. merupakan uang kas di 00…..
	1) Piutang Pajak
	Tahun 2018
	Tahun 2017

	
	Rp. ......00.......
	Rp. .....00....


Saldo Piutang Pajak sebesar Rp …00…. adalah merupakan tagihan/hak Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada wajib pajak atas surat ketetapan pajak (SKP) yang telah dikeluarkan, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum ada pelunasan. 

Pajak Daerah yang belum atau kurang dibayar dan telah melewati jatuh tempo termasuk dalam nilai piutang diatas, akan tetapi belum ditetapkan nilai denda administrasi atas keterlambatan tersebut, sehingga tidak ada nilai piutang denda administrasi tersebut di Neraca.
Saldo Awal per 31 Desember 2018

Rp. 00
Penambahan tahun 2017


Rp. 00






-------------------------------------

Saldo





Rp. 00
Pengurangan Tahun 2018


Rp. 00






--------------------------------------

Saldo per 31 Desember 2018


Rp. 00
Penyisihan Piutang tdk tertagih

Rp. 00






--------------------------------------

Jumlah Piutang yang dapat ditagih (NRV)
Rp. 00
Jumlah Penyisihan Piutang berdasarkan umur Piutang Pajak adalah sebagai berikut :
	No.
	Jenis Piutang
	Umur Piutang

	
	
	< 1 Tahun
	>1 s.d 2 Tahun
	>2 s.d 5 Tahun
	>5 Tahun

	1.
	Piutang Pendapatan
	0,5%
	20%
	40%
	100%

	1.
	Pajak.....
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX

	
	JUMLAH
	
	
	
	

	2) Piutang Retribusi
	Tahun 2018
	Tahun 2017

	
	Rp. …..00
	Rp. ……00


Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp …00… adalah tagihan/hak Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada wajib retribusi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dilunasi,  dengan rincian sebagai berikut:
	1.
	Ret.....
	
	Rp.

	2.
	Ret......
	
	Rp

	3.
	Ret.....
	
	Rp.

	
	Jumlah
	
	Rp.

	
	Penyisihan Piutang Retribusi
	
	Rp.

	
	Piutang yang dapat ditagih (NRV)
	
	Rp.


Jumlah Penyisihan Piutang berdasarkan umur Piutang Retribusi adalah sebagai berikut :
	No.
	Jenis Piutang
	Umur Piutang

	
	
	< 1 Bulan
	>1 s.d 3 Bulan
	>3 s.d 12 Bulan
	>1 Tahun

	1.
	Piutang Pendapatan
	0,5%
	40%
	80%
	100%

	1.
	Retribusi.......
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX

	
	JUMLAH
	
	
	
	


3) Piutang Lain-lain

Saldo Piutang Lain-lain sebesar Rp ……00….. adalah tagihan/hak Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada Debitur yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dilunasi,  dengan rincian sebagai berikut:
	1.
	Piutang
	
	Rp.

	2.
	Piutang.....
	
	Rp.

	
	Jumlah
	
	Rp.

	
	Penyisihan Piutang Lain-lain
	
	Rp.

	
	Piutang yang dapat ditagih (NRV)
	
	Rp.


Jumlah Penyisihan Piutang berdasarkan umur Piutang Lainnya adalah sebagai berikut :
	No.
	Jenis Piutang
	Umur Piutang

	
	
	< 1 Tahun
	>1 s.d 2 Tahun
	>2 s.d 3 Tahun
	>3  Tahun

	1.
	Piutang Lainnya
	0,5%
	10%
	50%
	100%

	1.
	Piutang .......
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX

	
	JUMLAH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4) Persediaan 
	Tahun 2018
Rp. 864.000
	Tahun 2017
Rp. 788.000


Saldo persediaan sebesar Rp. 864.000 merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:
	JENIS PERSEDIAAN
	SALDO

31 DES 2017
	PENAMBAHAN
	PENGURANGAN
	SALDO

31 DES 2018

	ATK
	788.000,-
	76.000
	
	864.000

	Meterai
	
	
	
	

	Peralatan Kebersihan
	
	
	
	

	Dst.......
	
	
	
	

	JUMLAH
	788.000,-
	76.000
	
	864.000


	5) Investasi Non Permanen
	Tahun 2018
	Tahun 2017

	
	Rp.   ………00………..
	Rp. ……00……………


Investasi Non Permanen SKPD .......00.......per 31 Desember 2018 sebesar Rp……00………. yang terdiri dari :
	Investasi Non Permanen
	SALDO

31 DES 2017
	PENAMBAHAN
	PENGURANGAN
	SALDO

31 DES 2018

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	JUMLAH
	
	
	
	


Jumlah Penyisihan Investasi Non Permanen berdasarkan Kwalitas umur Investasi Non Permanen adalah sebagai berikut :
	No.
	Jenis Investasi Non Permanen
	Umur Piutang

	
	
	< 3 Bulan
	>3 s.d 6 Bulan
	>6 s.d 12 Bulan
	>12  Bulan

	1.
	Investasi Non Per
	0,5%
	20%
	60%
	100%

	1.
	Dana Bergulir
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX

	
	JUMLAH
	
	
	
	


	6) Aset Tetap
	Tahun 2018
	Tahun 2017

	
	Rp.   1.158.433.000
	Rp. 1.215.091.034.76


Aset Tetap SKPD KECAMATAN MLARAK per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.158.433.000. meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang terdiri dari :

	
	31 Desember 2018
(Rp)
	
	31 Desember 2017
(Rp)

	Tanah
	99.200.000,00
	
	99.200.000,00

	Peralatan dan Mesin
	808.441.562.76
	
	771.065.673.76

	Gedung dan Bangunan
	1.365.081.308,00
	
	1.365.081.308,00

	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	12.500.000,00
	
	12.500.000,00

	Aset Tetap Lainnya
	0,00,-
	
	0,00,-

	Konstruksi dalam Pengerjaan
	0,00,-
	
	0,00,-

	Akumulasi Penyusutan
	(1.127.789.870)
	
	(1.032.755.947,00)

	Jumlah
	1.158.433.000,76
	
	1.215.091.034,76


Setelah menghitung Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, maka Nilai Aset Tetap SKPD. 1.158.433.000,76 per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1) Tanah


Rp.  99.200.000,00
2) Peralatan dan Mesin 
Rp. 809.441.562.76
(Akumulasi Penyusutan)
(Rp.604.185.543,-)



Jumlah



Rp.166.880.130,76
3) Gedung dan Bangunan
Rp.1.365.081.308,00
(Akumulasi Penyusutan)
(Rp.420.570.404)




Jumlah



Rp.944.510.904,-
4) Jalan, Jaringan & Irigasi
Rp.....12.500.000,00
(Akumlasi Penyusutan)
(Rp......8.000.000,00)



Jumlah



Rp. 4.500.000
5) Aset Tetap Lainnya



Rp.....................................
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan


Rp.....................................  








Rp.








====================
6.1. Tanah

Jumlah aset tanah milik SKPD KECAMTAN MLARAK. sebesar Rp. 99.200.000,-yang terdiri dari:
Tabel..1.  Saldo Aset Tanah Tahun 2017 dan 2018
	TANAH
	SALDO

31 DES 2017
	PENAMBAHAN
	PENGURANGAN
	SALDO

31 DES 2018

	- Tanah
	99.200.000,00
	
	
	99.200.000,00

	JUMLAH
	99.200.000,00
	
	
	99.200.000,00


Penambahan nilai tanah sebesar Rp…00……. merupakan realisasi  belanja modal tanah Tahun 2017 sesuai harga perolehan sedangkan pengurangan sebesar Rp. ……………. adalah pengadaan Tanah untuk…….
6.2.  Peralatan dan Mesin

Jumlah peralatan dan mesin milik SKPD .KECAMTAN MLARAK sebesar Rp.539.894.621,00  terdiri dari :
Tabel. 2.  Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2015 dan 2017
	PERALATAN DAN MESIN
	SALDO

31 DES 2017
	PENAMBAHAN
	PENGURANGAN
	SALDO

31 DES 2018

	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
	343.847.721
	 
	 
	343.847.721

	Alat Ukur
	4.975.000
	 
	 
	4.975.000

	Alat Kantor
	8.800.000
	 
	1.890.000 
	8.800.000

	Alat Rumah Tangga
	10.125.000
	 
	2.150.000
	10.125.000

	Peralatan Komputer
	67.347.500
	 
	103.000
	67.347.500

	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
	16.300.000
	11.890.000
	 
	16.300.000

	Alat Studio
	12.579.000
	 
	 
	12.579.000

	Alat Komonikasi
	         6.805.500 
	 
	 
	         6.805.500 

	Unit-Unit Laboratorium
	12.965.000
	 
	19.000
	12.965.000

	Alat Laboraturium /elektronika
	600.000
	 
	 
	600.000

	Keamanan dan Perlindungan
	
	 
	 
	

	Banguan Gedung Tempat Kerja
	78.600.000
	 
	315.499.461
	78.600.000

	Bangunan Air Irigasi
	12.500.000
	5.000.000
	 
	12.500.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Jumlah
	575.444.721
	
	
	575.444.721


Penambahan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 879.416.182 merupakan realisasi  belanja modal Tahun 2018 sesuai harga perolehan, sedangkan pengurangan sebesar Rp. ………. adalah Reklas ke……….
6.3.  Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan milik SKPD  Kecamatan Mlarak sebesar Rp 1.365.081.308,-terdiri dari :
Tabel. 3. Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2017 dan 2018
	Gedung dan Bangunan
	SALDO

31 DES 2017
	PENAMBAHAN
	PENGURANGAN
	SALDO

31 DES 2018

	Banguan Gedung Tempat Kerja
	1.365.081.308,-
	
	
	1.365.081.308,-

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp.0 merupakan realisasi  belanja modal Tahun 2018 sesuai harga perolehan .
6.4.  Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan milik SKPD Kecamatan Mlarak sebesar Rp.12.500.000,-  terdiri dari :
Tabel. 4. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 dan 2018
	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	SALDO

31 DES 2017
	PENAMBAHAN
	PENGURANGAN
	SALDO

31 DES 2018

	
	12.500.000,-
	
	
	12.500.000,-

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 12.500.000 merupakan realisasi  belanja modal Tahun 2018 sesuai harga perolehan, Sedangkan pengurangan sebesar Rp. ……. adalah Reklas ke………

6.5.  Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap lainnya milik SKPD Kecamtan Mlarak sebesar Rp.00 terdiri dari :
Tabel.5. Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 dan 2018
	Aset Tetap Lainnya
	SALDO

31 DES 2017
	PENAMBAHAN
	PENGURANGAN
	SALDO

31 DES 2018

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.  merupakan realisasi  belanja modal Tahun 2018 sesuai harga perolehan .
6.6.  Konstruksi dalam Pengerjaan.
Jumlah Aset Konstruksi dalam Pengerjaan milik SKPD .........00.......... sebesar Rp...................  terdiri dari :
Tabel.5. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2017 dan 2018
	Konstruksi dalam Pengerjaan
	SALDO

31 DES 2017
	PENAMBAHAN
	PENGURANGAN
	SALDO

31 DES 2018

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Penambahan nilai Aset Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp………. merupakan realisasi  belanja modal Tahun 2018 sesuai harga perolehan , Sedangkan pengurangan sebesar Rp. ……. adalah Reklas ke Aset Tetap.
7. Aset Lainnya

Aset Lainnya SKPD .................per 31 Desember 2018 sebesar Rp......................... terdiri dari : 

7.1 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 
Nilai Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tahun Anggaran 2018 adalah .....
7.2 Tuntutan Perbendaharaan 

Nilai Tuntutan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018 adalah
7.3 Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Tagihan Tuntutan Ganti rugi Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah 
7.4  Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
	
	
	31 Desember 2018
	
	31 Desember 2017

	
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
	Rp
	
	Rp


Jumlah tersebut merupakan  kemitraan dengan pihak ketiga sebagai berikut :
Aset dari kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp.............. berasal dari Built Operate and Transfer (BOT) yaitu hak yang diperoleh atas bangunan ..... yang dibangun dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan pihak swasta
8.   Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2018 adalah ........
9. Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2018 adalah .........
10. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp………….. yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

10.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek SKPD per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp………….. terdiri dari :

a. Utang Beban Listrik, Telepon dan Air Bulan Desember 2018 yang belum dibayar sebesar Rp.322.500
b. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. .........merupakan Utang ......... 
Jumlah tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi.

11.  Ekuitas 

	1) Ekuitas 
	Tahun 2018
	Tahun 2017

	
	Rp.  1.159.297.000,76
	Rp. 1.215.546.534,76


Ekuitas adalah kekayaan pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas SKPD Kecamatan Mlarak per 31 Desember 2018 sebesar Rp. ,-naik .....% dari saldo ekuitas per 31 Desember 2018
c. LAPORAN OPERASIONAL
1.  Realisasi Pendapatan-LO yang dicapai pada Tahun Anggaran 2017 untuk Pendapatan Asli Daerah berupa Pendapatan Retribusi........-LO mengalami Kenaikan/Penurunan sebesar ......%, apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi.......Tahun  Anggaran 2016. Secara rinci capaian realisasi dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel xxx
Realisasi Pendapatan-LO SKPD KECAMATAN MLARAK
Tahun anggaran 2016 – 2017
(Dalam Rupiah)

	No
	Komponen
	Realisasi
	Kenaikan (Penurunan)
	%

	
	
	2015
	2017
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	PENDAPATAN-LO 
	
	
	
	

	1.1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO
	
	
	
	

	
	1.1
	Pajak Daerah-LO
	
	
	
	

	
	1.2
	Retribusi Daerah-LO
	
	
	
	

	
	1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
	
	
	
	

	
	1.4
	Lain lain PAD yang Sah-LO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH PENDAPATAN-LO
	
	
	
	

	
	
	


Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2018 sebesar Rp .....mengalami kenaikan sebesar.......% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2017 sebesar Rp.................., Hal tersebut disebabkan .............
2.  Beban pada SKPD KECAMATAN MLARAK pada Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 5,51%. dibandingkan Realisasi Beban tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.980.660.656,- Kenaikan Beban terbesar adalah pada Beban penyusutan amorsisasi, sedangkan penurunan jumlah Beban terbesar pada Beban.perjalanan dinas. sebesar. (66,20) %. Hal ini disebabkan oleh.....................
Secara rinci realisasi beban SKPD KECAMATAN MLARAK dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel xxxx
Perbandingan Beban Tahun 2018 dan 2017 

SKPD KECAMATAN MLARAK
	Kode Rek
	Uraian
	Saldo 2018
	Saldo 2017
	Kenaikan (Penurunan)
	%

	9
	BEBAN
	1.871.613.289,-
	1.980.660.656,-
	(109.047.367)
	(5,51)

	9 . 1
	BEBAN OPERASI 
	
	
	
	

	9 . 1 . 1
	Beban Pegawai – LO
	1.227.116.469,-
	1.470.357.160,-
	(243.240.637)
	(16,54)

	9 . 1 . 2 
	Beban barang dan jasa
	556.979.003
	420.515864
	136.463.139
	32,45

	9 . 1 . 2 
	Beban penyusutan dan amorisasi
	87.517.817
	89.787.686
	(2.269.869)
	(2.53)

	9 . 1 . 3
	Beban Bunga
	00
	00
	00
	00

	9 . 1 . 4
	Beban Subsidi
	00
	00
	00
	00

	9 . 1 . 5
	Beban Hibah
	00
	00
	00
	00

	9 . 1 . 6
	Beban Bantuan Sosial
	00
	00
	00
	00

	9 . 1 . 7
	Beban Penyusutan dan Amortisasi
	
	
	
	

	9 . 1 . 8
	Beban Penyisihan Piutang
	
	
	
	

	9 . 1 . 9
	Beban Lain-lain
	00
	00
	00
	00

	9 . 2
	BEBAN TRANSFER
	
	
	
	

	9 . 2 . 1
	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
	
	
	
	

	9 . 2 . 2
	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
	
	
	
	

	9 . 2 . 3
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
	
	
	
	

	9 . 2 . 4
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
	
	
	
	

	9 . 2 . 5
	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
	
	
	
	

	9 . 2 . 6
	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
	
	
	
	

	9 . 3
	DEFISIT NON OPERASIONAL
	
	
	
	

	9 . 3 . 1
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO
	
	
	
	

	9 . 3 . 2
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
	
	
	
	

	9 . 3 . 3
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO 
	
	
	
	

	9.4
	BEBAN LUAR BIASA
	
	
	
	

	9.4.1
	Beban Luar Biasa
	
	
	
	

	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL
	(1.871.613.289)
	(1.980.660.656)
	109.047.367
	(5,51)


9.1.1 Beban Operasi
                                                        Tabel 9.1.1.
Realisasi Beban Operasi
Tahun 2018
	No.
	Beban
	Jumlah (Rp)

	
	
	

	1.
	Beban Pegawai  
	1.871.613.289,-

	2.
	Beban Hibah
	

	3.
	Beban Bantuan Sosial
	

	4.
	Beban Penyusutan dan Amortisasi
	87.517.817,-

	5.
	Beban Penyisihan Piutang
	

	6.
	Beban Lain-lain
	

	
	Jumlah
	(1.871.613.289,-)


1. Beban Pegawai 
D
ari Realisasi Beban Pegawai tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

·  Beban Pegawai dana APBD 
Rp1.871.613.289,-
·  Beban Pegawai Dana BOS
·  Jumlah
Rp1.871.613.289
2. Beban Barang 
Dari Realisasi Beban Barang tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

·  Beban Barang dana APBD  



Rp556.979.003
·  Beban Barang dana BOS



Rp  

Jumlah


Rp 556.979.003
3. Beban Hibah

Jumlah Beban hibah untuk Tahun 2018 sebesar Rp...............................terdiri dari:

· Beban hibah uang


Rp

· Beban hibah barang


Rp  
         Jumlah Beban hibah

Rp
4. Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2018 sebesar Rp...................terdiri dari:

· Beban Bantuan sosial dalam bentuk uang
Rp

· Beban bantuan sosial dalam bentuk barang
Rp       
         Jumlah Beban bantuan sosial

Rp
5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan sebesar Rp.87.517.817,- dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 9.1.1.d.

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Tahun 2017
	No.
	Penyusutan Aset
	Jumlah (Rp)

	1
	Peralatan dan Mesin
	809.441.562,76

	2
	Gedung dan Bangunan
	1.365.081.308,00

	3
	Jalan Jaringan dan Irigasi
	12.000.000,00

	4
	Aset Tetap lainnya
	00

	5
	Aset Tidak Berwujud
	00

	
	JUMLAH
	2.148.146.981,76


6. Beban Penyisihan Piutang 
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 sebesar Rp............00.............merupakan penyisihan piutang pada SKPD................... Rinciannya sebagai berikut:
7. Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain sebesar Rp..............00.........dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 9.1.1.e
Realisasi Beban Lain-lain

Tahun 2018
	No
	Uraian
	Jumlah (Rp)

	
	
	

	
	
	

	
	Total Jumlah
	


Kenaikan Beban Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017 paling besar terjadi pada Beban ............sebesar Rp............. Atau  ....%, hal ini disebabkan....., sedangkan Penurunan Beban terbesar Tahun 2018 pada Beban......
Dengan demikian terjadi Surplus/Defisit LO Tahun 2018 sebesar Rp.......

d. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Saldo awal kekayaan bersih ( Ekuitas ) SKPD KECAMATAN MLARAK per 1 Januari 2018 sebesar Rp. 1.215.546.534,76, kemudian ditambah/dikurangi Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar (Rp. 1.871.613.289,00) dan adanya Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp.6.359.783, maka diperoleh Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.158.903.200
Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp.. 6.359.783 dapat dijelaskan sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (Rp)

	1
	Koreksi ekuitas lainnya
	

	2
	Koreksi perhitungan beban penyisihan piutang
	

	3
	Dst
	

	
	
	

	
	Total Jumlah
	


6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas

….isikan letak /Lokasi SKPD…...Perda pembentukannya.......    

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok

...........uraikan kegitan pokok..........
c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional

......
d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Pada Tahun 2018 terjadi perubahan kepemimpinan pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada bulan Pebruari 2018 hasil PILKADA Langsung Bulan Desember 2015 yang lalu, dari Bupati H.AMIN, SH kepada Drs. H. IPONG MUCHLISSONI.
e. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Tidak terdapat penggabungan atau pemekaran SKPD terkait penerapan PP 18/2017
f. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

Dalam tahun 2018 tidak terdapat kejadian  luar biasa dan  berdampak sosial yang harus ditanggung SKPD KECAMATAN MLARAK.  
PENUTUP

Sebagai salah satu bagian dari dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018, maka Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini selain menjelaskan secara verbal dari realisasi perangkaan dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah serta Pembiayaan, juga menjelaskan secara garis besar dari pelaksanaan program dan kegiatan SKPD di Tahun Anggaran 2018.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 ini berada dalam masa transisi dan adaptasi terhadap perubahan tata perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila masih ada kekurangan itu adalah sesuatu hal yang wajar dan manusiawi. Namun demikian bukan berarti eksekutif mencari alasan sebagai pembenar apabila dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini ada kekurangan dan kesalahan, yang terpenting disini adalah adanya kemauan dan kerja keras untuk mencapai mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel  dan transparan.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018.

	Mlarak, 31 Desember 2018
Pengguna Anggaran
Camat Mlarak

MOH. ISMAIL, AP. M. Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19741115 199311 1 001
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